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ABSTRAK

PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI APLIKASI
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

AMELIA KAMILA

Seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah
memberikan pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan terkhusus dalam
penyelenggaraan pemerintahan, membuat pemerintah semakin dihadapkan pada
tuntutan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (e-
Government). Salah satunya dengan melalui program pelayanan Aplikasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD). Disdukcapil Kota Bandar Lampung yang menjadi
instansi pelaksana penerapan IKD telah menargetkan sebanyak 25% masyarakat
yang harus memiliki IKD, tetapi sampai dengan sekarang aktivasi IKD belum
mencapai 25% target yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana penerapan e-Government melalui Aplikasi IKD di Disdukcapil Kota
Bandar Lampung yang dilihat berdasarkan hasil kajian dan riset dari Harvard JFK
School of Government dengan 3 elemennya yaitu support, capacity, dan value, serta
mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapan IKD. Metode yang
digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan
datanya yang melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa penerapan e-Government melalui Aplikasi IKD di
Disdukcapil Kota Bandar Lampung belum optimal sepenuhnya karena manfaat
penggunaan dokumen kependudukan digital masih belum dirasakan oleh pengguna
dalam mengakses layanan publik dan pengaktivasian IKD belum mencapai target.
Dan faktor penghambat dalam penerapan ini masih kurangnya dukungan koordinasi
dengan lembaga lain, sosialisasi yang belum merata, serta sistem jaringan pusat
yang tidak stabil. Sedangkan kendala eksternal lainnya yang menjadi penghambat
dalam mendukung penerapan aplikasi ini berasal dari pengguna IKD.

Kata Kunci: e-Government, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan,
Aplikasi IKD



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT THROUGH
DIGITAL POPULATION IDENTITY (IKD) APPLICATION IN THE
POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE OF
BANDAR LAMPUNG CITY

By

AMELIA KAMILA

Along with the advancement of information and communication technology
development has given a big influence in various aspects of life especially in the
implementation of government, making the government increasingly faced with the
demands to implement electronic-based governance (e-Government). One of them
is through the Digital Population Identity Application (IKD) service program. The
Bandar Lampung City Population and Civil Registry Office, which is the
implementing agency for the implementation of IKD, has targeted 25% of the
community who must have IKD, but until now the activation of IKD has not reached
the expected 25% target. This study aims to determine how the implementation of
e-Government through the IKD Application at the Bandar Lampung City
Population and Civil Registry Office is seen based on the results of studies and
research from the Harvard JFK School of Government with its 3 elements, namely
support, capacity, and value, and to identify inhibiting factors in the
implementation of IKD. The method used in this study is descriptive qualitative with
data collection techniques through interviews, observation and documentation. The
results of this study indicate that the implementation of e-Government through the
IKD Application at the Bandar Lampung City Population and Civil Registry Office
has not been fully optimized because the benefits of using digital population
documents have not been felt by users in accessing public services and IKD
activation has not reached the target. And the inhibiting factors in this
implementation are still the lack of coordination support with other institutions,
uneven socialization, and an unstable central network system. While other external
obstacles that inhibit the implementation of this application come from IKD users.

Keywords: e-Government, Public Services, Population Administration, IKD
Application
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu jenis pelayanan
masyarakat yang sering dijumpai didalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pelayanan administrasi kependudukan memiliki peran penting sebagai
layanan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan
dokumen identitas kependudukan menjadi salah satu aspek fundamental
dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menjamin keberadaan
seseorang, melainkan juga memuat identitas dan hak-hak sipil lainnya yang
dimiliki oleh warga negara untuk mengakses berbagai layanan publik dan
fasilitas lainnya (Hasani, Afifuddin, & Khoiron 2023).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang telah memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan
terkhusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, membuat pemerintah mulai
dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih
baik dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (E-
Government). Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik
harus dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat. Hal ini penting
karena kinerja pemerintah akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan
masyarakat pada pemerintah sebagai penyedia layanan publik (Nazalini,
Sulistio, & Meutia 2022).



Dengan adanya penerapan e-government dalam pelayanan publik ini diyakini
akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan menata sistem
administrasi supaya dapat memberikan pelayanan yang menjadi lebih mudah,
cepat, tidak dipungut biaya, serta membuat penyelenggaraan pemerintahan
yang lebih bertanggungjawab terhadap masyarakatnya (Lestari, Madani, &
Malik, 2023). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang
pada era e-Government bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan
efektivitas pelayanana sehingga menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai
pengguna layanan (Nazalini, Sulistio, & Meutia 2022).

Perubahan dalam pelayanan publik di era digitalisasi juga mencerminkan
adanya transformasi dari metode manual menjadi metode digital, yang
memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan melalui gadget
(Firmansyah & Anisykurlillah, 2023). Oleh karena itu, penerapan e-
government dalam pelayanan administrasi kependudukan di era digitalisasi
menjadi sebuah kebutuhan guna meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan

akurasi dalam pengelolaan data penduduk.

Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan pemerintah dalam pemanfaatan
teknologi khususnya pada pelayanan administrasi kependudukan yaitu
dengan melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Digital 1D
atau IKD menjadi salah satu inovasi dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam
Negeri dan merupakan bentuk realisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi
Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Identitas
Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan
Digital.

Dalam Permendagri tersebut, Identitas Kependudukan Digital (IKD)
dimaksudkan  sebagai  penggunaan informasi  elektronik  yang
merepsentasikan data balikan dan dokumen kependudukan dalam aplikasi
digital dengan melalui perangkat elektronik (gadget) yang dapat
menampilkan data pribadi sebagai identitas yang relevan. Dengan kata lain,

Identitas Kependudukan Digital ini dijadikan sebagai sistem digital yang



menyediakan dokumen identitas kependudukan secara elektronik. Dengan
melalui aplikasi ini, setiap individu bisa mengakses dan memverifikasi

identitas mereka secara lebih cepat dengan melalui perangkat seluler.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sendiri bertujuan untuk
mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses
digitalisasi  kependudukan,  memperluas  penggunaan  digitalisasi
kependudukan oleh masyarakat, membuat transaksi pelayanan publik
ataupun privat secara digital, serta menjaga keamanan identitas penduduk
dengan penggunaan sistem autentikasi dalam mencegah kebocoran dan
pemalsuan data. Dengan demikian, adanya aplikasi IKD ini diharapkan bisa
meningkatkan efisiensi pelayanan publik yang terkait dengan dokumen
administrasi kependudukan, serta pemberian akses yang lebih mudah dan
cepat secara digital kepada penduduk terkait dengan informasi identitas
mereka. Melalui aplikasi IKD juga masyarakat bukan hanya memiliki kartu
identitas fisik, tetapi juga bisa menampilkan kode Quick Response (QR) yang
terdapat di dalam aplikasi tersebut untuk berbagai keperluan administratif
yang dibutuhkan.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini diluncurkan pada pertengahan
bulan Juni tahun lalu 2022 dan merupakan turunan program dari Kementerian
Dalam Negeri. Yang ditugaskan dalam menjalankan pengelolaan pelayanan
aplikasi IKD adalah kepada aspek-aspek yang bertanggungjawab dalam
menjalankan pelayanan administrasi  kependudukan seperti Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ataupun Kecamatan yang terhubung
langsung dengan Disdukcapil (Legita, 2023). Sedangkan penggunaan aplikasi
ini ditujukan untuk dapat digunakan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam

mengelola dan mengakses informasi identitas mereka secara digital.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini sendiri dapat diakses
secara online di perangkat selular yang dimiliki setiap penduduk dan dapat
diunduh melalui PlayStore bagi pengguna android ataupun di AppStore bagi
pengguna ios. Aplikasi ini dapat digunakan di berbagai wilayah di Indonesia

yang sudah menerapkan sistem identitas kependudukan secara digital,



sedangkan untuk proses pendaftaran/verifikasi identitas yang dilakukan
dalam aplikasi IKD ini dimulai dari penduduk mengunduh aplikasi IKD
melalui perangkat selular mereka, kemudian melakukan pengisian informasi

terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, dan nomor telpon.

Kemudian setelah itu penduduk melalukan swa-foto untuk verifikasi wajah
dan melakukan pemindaian QR Code dengan petugas Disdukcapil ataupun
melalui video call ke nomor WhatsApp (WA) pegawai Disdukcapil pada jam
kerja, atau melalui kecamatan masing-masing sesuai dengan domisili
penduduknya. Selanjutnya juka proses pendaftaran berhasil, penduduk akan
menerima surat elektronik melalui email yang berisi kode aktivasi, lalu
memasukkan kode yang didapat ke dalam aplikasi, dan setelah berhasil login
pengguna akan diarahkan ke beranda aplikasi yang menyajikan beberapa fitur
menu, termasuk Data Keluarga, Histori Aktivitas, Dokumen, Ubah PIN/Kata
Kunci Tanda Tangan Elektronik, Hapus akun, Pelayanan, Keterangan,

Pemantauan Pelayanan, serta KTP Digital, Biodata, Pindai, dan kunci.

Pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini, terdapat dokumen
KTP-el secara digital, biodata penduduk, KK, surat keterangan
kependudukan, dan dokumen lainnya seperti BPJS, NPWP, serta NIP
(Tribunnews.com, 2023). Selain itu juga terdapat, beberapa pelayanan lainnya
yang sudah tersedia untuk mendapatkan dokumen administrasi
kependudukan secara digital yaitu pada pendaftaran kependudukan terdapat
pelayanan permohonan cetak Kartu Keluarga (KK), permohonan Cetak
Biodata Warga Negara Indonesia (WNI), Perubahan Golongan Darah (WNI),
serta permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu). Sementara pada
pencatatan sipilnya terdapat pelayanan permohonan Kelahiran WNI (Anak
yang belum memiliki NIK), permohonan kelahiran WNI (Biodata telah

memiliki NIK), serta permohonan pembuatan dokumen kematian.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan
secara luas mulai dari penduduk yang memiliki profil digital yang mencakup
informasi identitas individu yang relevan, memberikan kemudahan akses

terhadap layanan publik dan fasilitas yang membutuhkan verifiksi identitas



seperti pada layanan perbankan, pemerintahan ataupun kesehatan, serta
meningkatkan efisiensi administrasi Pemerintahan dan pelayanan publik
dengan mengurangi ketergantungan pada proses manual dalam verifikasi

identitas dan pengelolaan data.

Disdukcapil Kota Bandar Lampung merupakan salah satu perangkat daerah
kota yang menjadi instansi pelaksana penerapan IKD yang mulai dilakukan
sejak pertengahan Tahun 2022 lalu sebagai bentuk peningkatan terhadap
pelayanan administrasi kependudukan yang diawali dengan sasaran
pelaksanaannya kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar
Lampung yang kemudian berlanjut kepada masyarakat yang sudah
melakukan wajib rekam e-KTP di Kota Bandar Lampung. Adapun data
mengenai jumlah aktivasi pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
di Kota Bandar Lampung dari Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota
Bandar Lampung Sampai dengan Desember 2023.

Progres Rekam KTP Target IKD Jumlah Aktivasi Persentase IKD
753.781 118.446 84.676 11,23

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 2023.

Berdasarkan data, total jumlah masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah
melakukan rekam e-KTP berjumlah 753.781 jiwa, dari jumlah ini
Disdukcapil Kota Bandar Lampung telah menargetkan sebanyak 25%
masyarakat yang harus memiliki IKD sampai dengan Desember 2023,
sehingga target pengaktivasian IKD dari total penduduk yang sudah
melakukan wajib rekam KTP yang sebesar 118.446 jiwa. Dari target tersebut,
sampai dengan Desember 2023 masyarakat yang telah melakukan aktivasi
IKD berjumlah 84.676 jiwa sehingga dapat dilihat bahwa persentase aktivasi
IKD telah mencapai 11% dari total jumlah masyarakat Bandar Lampung yang
sudah melakukan rekam KTP. Hal ini menunjukkan bahwa Bandar Lampung



belum mencapai 25% target yang diharapkan, meskipun begitu Disdukcapil

terus mendorong masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD.

Pelaksanaan pelayanan IKD di Kota Bandar Lampung sendiri masih berada
dalam masa transisi, sehingga masih terdapat berbagai kendala-kendala yang
dihadapi seperti sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya
aplikasi IKD, ataupun beberapa masyarakat yang tidak bisa mengakses
operasional aplikasinya karena versi gadget yang dimilikinya tidak support.
Terdapat pula berbagai tanggapan/keluhan dari masyarakat terkait inovasi
pelayanan IKD ini, seperti aplikasi IKD yang masih sering mengalami
gangguan dan jaringan koneksi yang tidak stabil ketika diakses akibat

banyaknya pengguna yang melakukan pendaftaran.

Berdasarkan hasil pra riset juga ditemukan bahwa beberapa orang yang telah
melakukan pengaktivasian KTP Digital/IKD ini masih belum mengetahui
aplikasi IKD ini akan digunakan untuk apa dikarenakan beberapa sektor
pelayanan yang ada masih memerlukan bukti KTP secara fisik. Selain itu,
dengan syarat pengaktivasian IKD bagi masyarakat yang harus memiliki
email, e-KTP, nomor telpon aktif, smartphone dan registrasi dilakukan
melalui scan QR dengan pegawai Disdukcapil yang harus datang ke kantor
juga terkadang membuat masyarakat masih merasa malas untuk melakukan
aktivasi IKD.

Padahal manfaat dari inovasi IKD ini sebanarnya diharapkan dapat membuat
pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah, cepat, efisien
dan efektif dan dapat mewujudkan transformasi digital. Berdasarkan
penjelasan dari Kepala Dinas Disdukcapil Kota Bandar Lampung, sejak
adanya IKD pemerintah pusat mulai berupaya untuk mengurangi distribusi
blangko e-KTP secara perlahan supaya dapat melibatkan sebagian
masyarakat agar mulai beralih ke IKD, sehingga pemerintah bisa mulai
mengurangi anggaran untuk ketersediaan blangko yang bisa dialihkan ke
program lainnya (Kupastuntas,co, 2023). Hal ini tentu saja menjadi tantangan
bagi Disdukcapil untuk melakukan suatu upaya dalam meningkatkan antusias

dan partisipasi masyarakat agar mau meningkatkan pengaktivasi IKD supaya



1.2

penggunaan dokumen kependudukan digital dapat diterapkan secara lebih

optimal dan lebih menyeluruh di setiap lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan, peneliti
tertarik untuk melakukan analisis lebih dalam terkait bagaimana upaya-upaya
yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung dalam mendukung
penerapan e-Government dengan melalui aplikasi IKD di Kota Bandar
Lampung, dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Electronic
Government Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan e-Government melalui Aplikasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Kota Bandar Lampung?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan e-
Governmet melalui Aplikasi ldentitas Kependudukan Digital (IKD) di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memperoleh gambaran yang lebih mendalam
mengenai  penerapan e-Government melalui  Aplikasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Kota Bandar Lampung.

2. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan e-
Government melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandar Lampung.



1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa
pihak baik individu ataupun lembaga terkait dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan
untuk memperkaya ilmu pengetahuan terkhusus dalam domain
administrasi negara ataupun masyarakat umum yang berkaitan dengan
keberhasilan penerapan e-Government dalam pelayanan publik berbasis
digital terkhusus mengenai pelayanan administrasi kependudukan.

2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan bahan masukan ataupun
rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah Kota
Bandar Lampung khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung ataupun menjadi bahan informasi dan ilmu
pengetahuan bagi masyarakat umum, serta menjadi ilmu pengetahuan
maupun pengalaman bagi peneliti dalam mempelajari dan memanfaatkan
penerapan e-Government melalui aplikasi Identitas Kependudukan
Digital (IKD) untuk mempermudah akses pelayanan dalam mengurus
adminstrasi kependudukan secara digital.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Terdahulu
Penelitan terdahulu merupakan salah satu acuan bagi peneliti dalam
melakukan penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan
perbandingan penelitian terhadap kajian/hasil-hasil penelitian yang sudah
dilakukan sebelumnya mengenai topik yang sedang diteliti. Adapun beberapa
hasil penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai kajian literatur

peneliti, yaitu berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Hasil Penelitian Relevansi
Penelitian
Shavira, Implementasi Dari hasil penelitian Dari hasil penelitian
Rudiana & Electronic menunjukkan bahwa, ini, persamaan
Lesmana Government implementasi  e-government penelitian  terletak
(2021) Pada pada penerapan Jakarta Smart pada  pembahasan
Penggunaan City melalui aplikasi Qlue penelitiannya yang
Aplikasi Qlue masih belum dikatakan terkait penerapan e-
Sebagai Upaya optimal. Hal ini dikarenakan government dalam
Penerapan masih ada beberapa penggunaan aplikasi,
Jakarta Smart kekurangan dan kendala dalam  Sedangkan
City Di Dinas implementasi egovernment perbedaan penelitian
Komunikasi, pada penerapan Jakarta Smart terletak pada
Informatika, City melalui aplikasi Qlue pada pembahasan
Dan  Statistik beberapa masyarakat pengguna penerapan
Provinsi  Dki di lingkungan Provinsi DKI aplikasinya, dimana
Jakarta Tahun Jakarta. Seperti masih adanya penelitian  Shavira
2020 laporan yang salah sasaran, dkk menggunakan
laporan yang tidak direspon Aplikasi Qlue
olen pemerintah terkait, dan sedangkan peneliti
aplikasi Qlue yang masih menggunakan
sering eror. aplikasi IKD.
Legita Pelaksanaan Dari hasil penelitian Dari hasil penelitian
(2023) Program menunjukkan bahwa ini, persamaan
Jemput  Bola pelaksanaan program jemput penelitian terletak
Dalam bola dalam pelayanan IKD di pada  pembahasan

Pelayanan

Disdukcapil Kota Depok sudah

penelitiannya yang
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Peneliti Judul Hasil Penelitian Relevansi
Penelitian
Identitas dilaksanakan berdasarkan terkait dengan
Kependudukan  arahan dari Peraturan pelayanan IKD,
Digital (IKD) Pemerintan Walikota Depok sedangkan
Di Dinas yang dilandasi dengan perbedaan penelitian
Kependudukan  Peraturan  Menteri  Dalam terletak pada
dan Pencatatan Negeri RI, sudah mecapai pembahasannya
Sipil Kota pelaksanaan program yang hanya difokuskan
Depok 2023 terlaksana dalam pelayanan mengenai
publik  tetapi  dikarenakan pelaksanaan jemput
pelayanan baru maka masih bola dalam
belum optimal dan di ketahui pelayanan IKD dan
oleh masyarakat juga dilihat dengan
dari  Sumber daya yang menggunakan teori
pelaksanaannya masih tercapai. implementasi  dari
Meskipun  begitu  program George C. Edward
jemput bola sudah berjalan 111
untuk membantu menjalankan
pelayanan IKD tersebut agar
dapat mencapai target
pencapaian pengaktifan KTP
Digital dengan memberikan
sosialisasi kepada masyarakat
agar dapat melakukan aktivasi
KTP Digital tersebut.
Laili & Elemen Sukses Dari hasil penelitian  Dari hasil penelitian
Kriswibowo  Penerapan menunjukkan bahwa ini, persamaan
(2022) Sistem keberhasilan penerapan SIAK penelitian  terletak
Informasi untuk konsolidasi NIK di pada pembahasan
Administrasi Disdukcapil Kota Mojokerto penelitiannya yang
Kependudukan dilihat dari adanya dukungan terkait penerapan e-

dari pemerintah dengan
diibuatnya Permendagri Nomor
95 Tahun 2019 terkait Sistem
Informasi Administrasi
Kependudukan dan sosialiasi
dilakukan kepada birorat selaku
pelaksana SIAK dan kepada
masyarakat. Pada elemen
kapasitas dan manfaat juga
menunjukkan adanya SIAK ini
sudah baik dalam
penerapannya hanya saja dalam
infrastrukturnya masih kurang.
Dan kendala yang ditemui
dalam penerapan ini adalah
terkait jika PC mengalami
masalah, maka tidak dapat
menjalankan program SIAK
dengan baik di Disdukcapil
Kota Mojokerto.

government  dalam
melaksanakan
program pemerintah
pusat,  sedangkan
perbedaan penelitian
terletak pada
pembahasan
penerapannya,
dimana  penelitian
Laili & Kriswibowo
membahas
penerapan SIAK
untuk  Konsolidasi
NIK sedangkan
peneliti  membahas
penerapan  aplikasi
IKD.

Sumber: Dikaji oleh peneliti, 2024
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2.2 Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

2.2.1 Konsep Pelayanan Publik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, Pelayanan Publik didefinisikan sebagai serangkaian
kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan warga negara dan
penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi
penyediaan barang, jasa, dan/ataupun pelayanan administratif oleh
penyelenggara pelayanan publik. Definisi ini sejalan dengan pendapat
dari Kurniawan dalam (Handoyo, 2013) yang mengartikan pelayanan
publik sebagai upaya memberikan layanan kepada individu atau
masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu organisasi sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pelayanan
publik mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh individu,
kelompok, maupun lembaga/instansi dengan menyediakan barang dan
jasa untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan

publik yang berkualitas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.2.2 Jenis-Jenis Pelayanan Publik
Menurut Mahmudi yang dikutip dari Rahmadana, dkk (2020),
pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat dapat dibedakan
menjadi dua kategori yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan

umum, dapat dilihat sebagai berikut.

1. Pelayanan Kebutuhan Dasar: pelayanan kebutuhan dasar yang
wajib disediakan oleh pemerintah mencakup pelayanan kesehatan,
pendidikan dasar, serta penyediaan bahan kebutuhan pokok
masyarakat.

a. Kesehatan: berbagai negara mengakui bahwa kesehatan
merupakan aset terbesar dalam mencapai kesejahteraan.
Perbaikan layanan kesehatan merupakan investasi sumber daya

manusia untuk mencapai welfare society (masyarakat
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sejahtera). Oleh karena itu, kesehatan harus menjadi prioritas
pemerintah dengan menyediakan layanan kesehatan yang adil,
merata, terjangkau, memadai serta berkualitas.

b. Pendidikan Dasar: pendidikan dasar juga merupakan investasi
sumber daya manusia. Pemerintah idealnya dapat memberikan
subsidi dan menjamin pendidikan dasar untuk semua anak agar
bisa bersekolah, karena pendidikan merupakan investasi jangka
panjang dengan manfaatnya yang juga akan bersifat jangka
panjang.

c. Bahan pokok: dalam pemenuhan bahan pokok, pemerintah
perlu menjamin adanya stabilitas harga dan menjaga
ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat baik di pasar dan
di gudang.

2. Pelayanan Umum: pemerintah sebagai pihak penyedia layanan
juga harus menyediakan pelayanan umum, yang terbagi menjadi
tiga jenis yaitu pelayanan administratif, barang dan jasa.

a. Pelayanan administratif: merupakan pelayanan yang
menyediakan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan
oleh publik seperti pembuatan sertifikat tanah, KTP, akta
kelahiran, akta kematian, Surat Tanda Kendaraan Bermotor
(STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor dan
lainnya.

b. Pelayanan Barang: merupakan pelayanan yang menyediakan
berbagai jenis barang yang dapat digunakan oleh masyarakat
umum seperti jaringan telepon, air bersih, penyediaan tenaga
listrik dan air bersih, dan lain sebagainya.

c. Pelayanan Jasa: merupakan pelayanan yang menyediakan
berbagai jenis jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat,
seperti pendidikan tinggi dan menengah, penyelenggaraan
transportasi umum, penangulangan bencana (gempa banjir,

kebakaranm dan gunung meletus), dan lainnya.
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2.2.3 Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Atep Adya Bharata dalam Istinganah (2021) mengungkapkan ada

empat unsur penting yang ada di dalam pelayanan publik, yaitu sebagai
berikut:

1.

3.

Penyedia layanan: merupakan pihak yang bisa memberikan suatu
pelayanan tertentu kepada konsumen, baik berupa pelayanan dalam
bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) ataupun dalam
bentuk jasa-jasa (service).

Penerima layanan: merupakan pihak yang disebut sebagai
konsumen (customer) yang menerima berbagai pelayanan dari
penyedia layanan.

Jenis layanan: merupakan layanan yang bisa diberikan oleh
penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
Kepuasan pelanggan: di dalam memberikan layanan, penyedia
layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan vyaitu
kepuasan pelanggan, karena sangat berkaitan erat dengan standar
kualitas barang/jasa yang dinikmati sehinggga sangat penting

untuk dilakukan.

2.2.4 Azas, Prinsip, dan Standar Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2009 tentang

pelayanan publik, pada pasal 4 dijelaskan bahwa penyelenggaraan

pelayanan publik berasaskan:

O N o g &~ w D PE

Kepentingan umum

Kepastian hukum

Kesamaan hak

Keseimbangan hak dan kewajiban
Keprofesionalan

Partisipatif

Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Keterbukaan
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Akuntabilitas

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

11. Ketepatan waktu; serta

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Untuk mendukung berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik juga perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-

prinsip dalam pelayanan publik. Adapun 10 prinsip pelayanan publik
yang dikutip dari Ramadhana, dkk (2020), sebagai berikut:

1.

Kesederhanaan: Prosedur pelayanan publik harus tidak berbelit-
belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

Kejelasan: persyaratan teknis dan administratif harus jelas, unit
kerja atau pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan harus
ditentukan dengan jelas, serta rincian biaya pelayanan dan tata cara
pembayaran yang harus dijelaskan.

Kepastian waktu: pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam
waktu yang telah ditentukan.

Akurasi: produk pelayanan publik harus diterima dengan benar,
tepat, dan sah.

Keamanan: proses dan produk layanan harus memberikan rasa
aman dan kepastian hukum.

Tanggungjawab: pimpinan penyelenggara atau pejabat yang
ditunjuk harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dan
penyelesaian keluhan atau persoalan.

Kelengkapan sarana dan prasarana: penyediaan sarana dan
prasarana kerja, peralatan kerja, serta dukungan lainnya yang
memadai termasuk sarana teknologi informasi komunikasi.
Kemudahan akses: tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan
harus mudah dijangkah masyarakat dan bisa memanfaatkan

teknologi informasi komunikasi.
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9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan: pemberi layanan harus
memiliki sikap sopan, santun, ramah, disiplin serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan: lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
menyediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti parkir, toilet, dan

tempat ibadah.

Sementara itum Standar Pelayanan Publik yang menjadi salah satu
referensi utama dalam pelaksanaan pelayanan yang optimal, dimana
berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 menetapkan
bahwa standar pelayanan sekurang-kurangnya harus mencakup
komponen-komponen berikut (Rahmadana, & dkk 2020), yang

meliputi:

1. Dasar Hukum: peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan
pelayanan.

2. Persyaratan: syarat teknis dan administrasi yang harus dipenuhi
dalam pelaksanaan suatu pelayanan.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: tata cara standar pelayanan bagi
pemberi dan penerima pelayanan, termasuk penanganan
pengaduan.

4. Jangka Waktu Penyelesaian: waktu yang diperlukan dalam
menyelesaikan keseluruhan proses pelayanan.

5. Biaya/Tarif: ongkos yang dikenakan pada penerima layanan,
dengan jumlah yang telah ditetapkan.

6. Produk Pelayanan: hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai ketentuan yang ditetapkan.

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas: peralatan yang mendukung
kinerja dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

8. Kompetensi Pelaksana: kemampuan profesional pemberi

pelayanan publik.
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9. Pengaduan, Saran, dan Masukan: tanggapan/aspirasi masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan.

10. Jumlah Pelaksana: jumlah aparatur yang bekerja memberikan
pelayanan.

11. Jaminan Pelayanan: kepastian bahwa pelayanan dilaksanakan

sesuai standar, dan memastikan hak masyarakat terpenuhi.

2.3 Tinjauan Tentang Electronic Government (E-Gov)

2.3.1 Pengertian E-Government
Menurut Hasnawati dalam Istinganah (2021) menjelaskan bahwa
konsep e-government sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam menunjang berbagai kegiatan administrasi
pemerintahan supaya menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat
memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan bisa

memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Menurut Forman dalam Nugraha (2018) berpendapat bahwa E-
government dapat diartikan sebagai sebagai penggunaan teknologi
digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang bertujuan
guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kenyamanan dan

aksebilitas dalam penyampaian layanan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa e-Government
merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan
mutu untuk mewujudkan birokrasi pelayanan publik berbasis teknologi
dan komunikasi guna menjawab berbagai tuntutan dan kebutuhan
publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan
informasi yang tepat. Perkembangan teknologi informasi tersebut
diterapkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar publik

dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah (Sumarna, 2024).
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2.3.2 Manfaat E-Government

Menurut Al-Gore dan Blair dalam Ramadhan (2022) mengemukakan

secara jelas manfaat dari diterapkannya konsep E-Government pada

suatu negara, yaitu sebagai berikut:

1.

Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para
stakeholder (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama
dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang
kehidupan bernegara.

Meningkatkan  transparansi,  kontrol, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep
good governance di pemerintahan (bebas KKN).

Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya
untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak—pihak
yang berkepentingan.

Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara
cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi
sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada, serta
Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik

secara merata dan demokratis.

2.3.3 Klasifikasi E-Government

Menurut Indrajit (2016) dalam bukunya yang berjudul “Konsep dan

Strategi Electronic Government” dijelaskan bahwa terdapat 4 tipe relasi

dalam E-Government, yaitu sebagai berikut:

1.

Government to Citizens (G2C)
Dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai

portofolio teknologi informasi dengan tujuan utamanya untuk
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memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).
Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-
Government bertipe G2C untuk mendekatkan pemerintah dengan
rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam supaya
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk
pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

. Government to Bussiness (G2B)

Berfokus pada seluruh transaksi elektronik antara pemerintah dan
organisasi bisnis. Dalam melakukan aktivitas bisnis perusahaan-
perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi
yang mendukung business process perusahaan tersebut yang
dimiliki oleh pemerintah. Dengan adanya relasi yang baik antara
pemerintah dengan kalangan bisnis tidak hanya bertujuan untuk
memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda
perusahaannya saja, tetapi lebih banyak hal yang dapat
menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik
dan efektif dengan industri swasta.

. Government to Governments (G2G)

Berfokus pada hubungan antar pemerintah, dimana kebutuhan
untuk berinteraksi antar pemerintah setiap harinya tidak hanya
berkisar pada hal-hal yang terkait dengan diplomasi semata, tetapi
juga untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama
antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan
lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang terkait dengan
administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme
hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

. Government to Employees (G2E)

Aplikasi E-Government juga bertujuan untuk meningkatkan
kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan
pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan
publik guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan.
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2.3.4 Elemen Sukses E-Government
Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government,
untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada
tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-
sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1. Support (Dukungan)

merupakan elemen yang terpenting dalam pengembangan e-
Government tanpa adanya unsur political will, tidak mungkin
berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government
dapat berjalan mulus, karena budaya birokrasi dalam birokrasi
cenderung bekerja melalui model manajemen top down. Adapun
dukungan yang dimaksud yakni bukan hanya dukungan dalam
omongan saja tetapi dukungan yang diharapkan dalam bentuk hal-
hal sebagai berikut:

a. Disepakatinya kerangka e-Government sebagai kunci sukses
negara atau pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi
bangsa atau daerahnya sehingga harus diperhatikan menjadi
prioritas utama.

b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial,
tenaga, waktu, informasi dan lain-lain) di setiap tataran
pemerintahan untuk membangun konsep ini.

c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur
pendukung  pencipta  lingkungan  kondusif  untuk
mengembangkan e-Government (seperti adanya regulasi yang
jelas).

d. Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata,
kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan
birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui
berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. Capacity (Kapasitas)
Merupakan unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah

setempat dalam mewujudkan impian e-Government terkait dengan



20

menjadi kenyataan. Terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh

pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan
berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan
dengan sumber daya finansial.

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai
karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e-
Government.

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government
dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3. Value (Manfaat)
Berbagai inisiatif e-Government tidak akan berguna jika tidak ada
pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya impelementasi
konsep tersebut dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya
manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah
kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka
yang berkepentingan. Untuk itulah, maka pemerintah harus benar-
benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government
apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-
benar memberikan manfaat (value) yang secara signifikan

dirasakan oleh masyarakatnya.

2.3.5 Faktor-Faktor Penghambat E-Government
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & dkk (2021)
dijelaskan bahwa beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan e-

Government, sebagai berikut:

1. Kurangnya sasaran dan tujuan yang jelas dalam penerapan e-
Government: dengan tidak jelasnya sasaran//tujuan yang dilakukan
dalam pelaksanaan e-Government bisa menyebabkan kebingungan
dan ketidakjelasaan baik itu bagi pemerintah sebagai penyedia

layanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan.
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2. Sumber Daya Manusia: ketidaksiapan pemerintah dalam
penyediaan sumber daya manusia yang kurang memadai bisa
disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman dalam
mengelola sistem informasi dan teknologi yang ada. Selain itu,
tingkat pengetahuan masyarkat terkait pemanfaatan teknologi yang
belum merata juga dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan
e-Government.

3. Tingkat keamanan data: jika dalam pelaksanaan e-Government
yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan kesiapan tingkat
keamanan data yang rendah maka akan menjadi penyebab
keraguan masyarakat pada sistem pelayanan publik. Sehingga,
keamanan dan kerahasiaan data harus menjadi prioritas dalam
menciptakan penerapan e-Government yang berkualitas.

4. Faktor sosial dan infrastruktur teknologi: Kesenjangan digital
masih menjadi masalah karena banyak orang belum memiliki akses
internet dan insfrastruktur teknologi perangkat keras (gadget,
laptop, pc) sehingga mereka tidak bisa merasakan manfaat dari
sistem e-Government. Sebagian wilayah juga masih ada yang
belum memiliki jaringan telekomunikasi/listrik, terutama di daerah
terpencil/terisolasi, yang sulit dijangkau untuk pembangunan
teknologi dan sistem informasi.

5. Sumber daya finansial: Sumber daya finansial merupakan faktor
penting. Pemerintah harus memiliki dana yang cukup untuk
menerapkan e-Government, karena biaya/dana yang dibutuhkan
tidak sekedar investasi belaka, namun perlu dianggarkan untuk
biaya operasional, pemeliharaan dan pengembangan di kemudian

hari.

Selain itu menurut Aziz yang dikutip dari Sudrajat & dkk (2015)
terdapat 3 permasalahan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam

penerapan e-Governtment, yaitu:

1. Budaya

a. Adanya resistensi dan penolakan terhadap perubahan;
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b. Kurangnya kesadaran dan apresiasi terkait pemanfaatan
teknologi;
c. Keengganan untuk berbagi data dan informasi dalam
penggunaan teknologi.
2. Kepemimpinan
a. Adanya konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan
daerah;
b. Peraturan belum tersosialisasi dengan baik dan penerapannya
belum merata;
c. Anggaran untuk penerapan e-Government belum menjadi
prioritas.
3. Insfratruktur
a. Ketimpangan penggunaan teknologi digital yang masih terjad;
b. Penyediaan infrastruktur yang masih terpusat pada kota-kota
besar;

c. Ketidaktetapan peraturan dalam sistem pelayanan publik.

2.4 Tinjauan Tentang Adminsitrasi Kependudukan

2.4.1 Konsep Administrasi Kependudukan

Di setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk
melindungi serta mengakui status pribadi dan status hukum penduduk
atau warganya terkait dengan peristiwa kependudukan atau peristiwa
penting. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia telah
mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur administrasi
kependudukan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun
2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijabarkan
mengenai  pendefinisian  Administrasi Kependudukan, dimana
administrasi kependudukan diartikan sebagai serangkaian kegiatan dan

penataaan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan yang
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meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Instansi Pelaksana yang bertanggungjawab dalam memberikan
pelayanan adminstrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Disdukcapil memiliki tugas untuk memberikan
pelayanan bagi masyarakat yang ingin membuat dokumen-dokumen
identitas seseorang/masyarakat. Dokumen-dokumen identitas itu dapat
berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta
Kelahiran, dan lainnya. Dokumen identitas ini penting untuk
memberikan pemerintah informasi mengenai penduduknya di suatu
wilayah dan memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan
publik karena dengan identitas tersebut, seseorang lebih mudah diakses

dan dikenali oleh pemerintah.

2.4.2 Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan

Menurut Nugroho & dkk (2022) terdapat dua jenis pelayanan pada

aspek administrasi kependudukan, yaitu pelayanan pendaftaran

kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.

1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan: pelayanan terhadap
peristiwva kependudukan yang berkaitan dengan penerbitan
dokumen kependudukan yang meliputi pendataan penduduk,
identitas penduduk, pelayanan pindah datang penduduk.

Contoh dari pelayanan ini yaitu Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP), Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pembuatan
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Pembuatan Kartu
Identitas Anak (KIA), Pembuatan Surat Pindah Domisili,
Pendaftaran Penduduk Baru, Penggantian KTP karena Hilang,
Penggantian KK karena Hilang, Pembaharuan Data Penduduk,
Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP), Pembuatan
Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT), Pendaftaran Anak

yang Lahir di Luar Negeri, surat keterangan pindah, surat
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keterangan pindah datang,surat keterangan pindah ke luar negeri,
dan surat keterangan datang dari luar negeri.

2. Pelayanan Pencatatan Sipil: layanan yang berhubungan dengan
pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti
kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Bentuk dari
pelayanan ini berupa penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian,
Akta Perkawinan, Akta Perceraian. Akta Pengangkatan Anak, Akta
Pengakuan Anak, serta Akta Pengesahan Anak.

2.5 Tinjauan Tentang Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat
Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta
Penyelenggaraan ldentitas Kependudukan Digital, Identitas Kependudukan
Digital (IKD) diartikan sebagai suatu informasi elektronik yang dipergunakan
untuk merepsesentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam
aplikasi digital dengan melalui perangkat elektronik (gadget) yang
menampilkan data pribadi sebagai identitas individu yang bersangkutan. Dan
sesuai dengan peraturan tersebut, dijelaskan bahwa penerapan ldentitas

Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengadaptasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
dalam konteks digitalisasi kependudukan;

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemanfaatan layananan
digitalisasi kependudukan;

3. Membuat transaksi pelayanan publik maupun privat secara digital
menjadi lebih mudah dan cepat; serta

4. Menjamin keamanan kepemilikan IKD dengan menggunakan sistem
autentikasi guna mencegah upaya pemalsuan dan kebocoran informasi

data pribadi.
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Adapun manfaat dari penerapan ldentitas Kependudukan Digital (IKD),

adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas dan efisiensi
dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Mengurangi pengeluaran untuk pengadaan berbagai kebutuhan seperti
blangko KTP-el, ribbon, film, dan cleaning kit, yang dapat menghemat
anggaran hingga 200 hingga 400 miliar rupiah per tahun.

Tidak tergantung pada pihak ketiga (vendor) karena sistem IKD
dikembangkan secara internal oleh Ditjen Dukcapil.

Tidak membutuhkan alokasi anggaran tambahan untuk membangun
sistem IKD.

Mengurangi biaya verifikasi data dalam layanan publik dengan

menghapus peran perantara (middle-man).

Fungsi dari penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yaitu:

1.

Pembuktian Identitas: bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa
penduduk yang bersangkutan adalah benar sebagai orang yang diakui
oleh individu tersebut.

Otentikasi Identitas: melibatkan proses otentikasi 2 (dua) faktor untuk
memverifikasi identitas penduduk yang menggunakan layanan digital,
dengan membandingkan data yang tersimpan dalam database dengan
data yang melekat pada pengguna seperti wajah dan sidik jari.
Otorisasi ldentitas: memberikan izin akses ke layanan digital atau
elektronik dengan memastikan bahwa individu pengguna layanan

tersebut adalah orang yang seharusnya.

Untuk mendukung penerapan IKD secara optimal, maka perlu melakukan

beberapa hal berikut ini:

1.

Mengantisipasi kecurangan penduduk dalam proses registrasi maka
pengambilan foto penduduk (verifikasi wajah) sebaiknya harus

dilakukan di depan petugas/operator Dinas Dukcapil.



26

2. Kode QR hanya dapat dibaca oleh aplikasi yang terintegrasi dengan
API Dukcapil.

3. Sosialisasi dan edukasi kepada penduduk agar tidak memberikan
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terdapat pada
aplikasi IKD kepada pihak yang tidak berwenang.

4. Menjalin kerjasama untuk keamanan data dengan BSSN dan BRIN

Adapun syarat dalam pengaktivasian IKD adalah sebagai berikut:

1. Penerapan SIAK Terpusat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di tingkat kabupaten/kota telah dilakukan.

2. Penduduk telah melakukan perekaman KTP-el dan berstatus tunggal.

3. Penduduk mempunyai telepon seluler pintar (gadget).

4. Tersedianya cakupan jaringan komunikasi data yang memadai di

daerah.

Sedangkan desain alur dari proses penerbitan IKD adalah sebagai berikut:

1. Penduduk mengunduh aplikasi IKD melalui perangkat selular mereka.

2. Proses pendaftaran Identitas Kependudukan Digital dilakukan oleh
penduduk dengan memasukkan informasi seperti Nomor Induk
Kependudukan (NIK), alamat email, dan nomor telepon seluler. Selain
itu, mereka juga diharuskan melakukan swa-foto untuk melakukan
verifikasi wajah dan memindai QR Code dengan petugas Dukcapil.

3. Jika proses pendaftaran berhasil, penduduk akan menerima surat
elektronik (surel/email) yang berisi kode aktivasi.

4. Penduduk harus mengaktifkan akun mereka dengan memasukkan kode
aktivasi yang dikirim melalui email.

5. Penduduk melakukan login dengan menggunakan kata sandi yang
sudah diberikan sebelumnya (kata sandi dapat diubah sesuai keinginan
mereka).

6. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke beranda aplikasi
yang menyajikan beberapa fitur menu, termasuk Data Keluarga, Histori
Aktivitas, Dokumen, Ubah PIN/Kata Kunci Tanda Tangan Elektronik,
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Hapus akun, Pelayanan, Keterangan, Pemantauan Pelayanan, serta KTP
Digital, Biodata, Pindai, dan kunci. Detail alur proses pendaftaran

aktivasi IKD dapat dilihat pada gambar di bawabh ini:

Jika berhasil wajib
maka penduduk akan proses aktivasi akun dengan

ima surat i kode aktivasi
yang berisikan kode aktivasi.

ALU R aplikasi Identitas

Kependudukan Digital
Bensioitan melalul telepon selular.
Identitas

Kependudukan

Digital

yang dikirim melalul email.

Terdapat dua cara men3MmpiKan KTP-el Setelah berhasil login, akan login
yaitu menampilkannya dalam layar ==I;.£ tampil beranda aplikasi yang. kata kunci yang telah diberikan sebelumnya

atau menampilkan da:a[m bentuk Kode berisi menu utama. {kata kunci dapat diubah oleh penduduk).
ter-enkripsi,

Gambar 1. Alur Proses Pendaftaran I1KD.

Sumber: Disdukcapil Kota Bandar Lampung.2023

Kerangka Pikir

Sugiyono menggambarkan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu model
konseptual yang mengilustrasikan bagaimana teori berkaitan dengan berbagai
faktor dalam sebuah penelitian yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang
penting. Hal ini dapat memberikan landasan berpikir bagi penelitian yang
akan dilakukan. Dasar pemikiran yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini adalah dengan merujuk pada elemen sukses penerapan E-Government
melalui aplikasi IKD, yang mencakup 3 elemen pelaksanaannya yaitu support
(dukungan), capacity (kapasitas), dan value (manfaat). Elemen-elemen
tersebut digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis apakah
penerapan e-Government melalui Aplikasi ldentitas Kependudukan Digital
(IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
sudah berhasil untuk diterapkan dan sesuai dengan yang diharapan atau masih
menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.



Perkembangan Kemajuan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Menjadi Tantangan Dalam Memberikan
Pelayanan Berbasis Digital

l

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Identitas
Kependudukan Digital

l

Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

l

Analisis Penerapan IKD dengan
menggunakan elemen sukses E-Government
berdasarkan hasil kajian dan riset dari
Harvard JFK School of Government
(Indrajit, 2006):

1. Support (Dukungan)

2. Capacity (Kapasitas)

3. Value (Manfaat)

l

Suksesnya Penerapan E-Government melalui Aplikasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Bandar
Lampung dalam Mewujudkan Peningkatan Efisiensi dan

Aksebilitas Pelayanan Publik Berbasis Digital

Gambar 2. Kerangka Pikir.
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024
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I1l. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut
Creswell dalam Murdianto (2020) berpendapat bahwa dekatan kualitatif
adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman yang
didasarkan pada metodelogi untuk menganalisis terhadap fenomena sosial
dan masalah manusia. Bogdan dan Taylor dalam Murdiyanto (2020) juga
menggambarkan metodologi kualitatif sebagai langkah-langkah penelitian
yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan

dari individu serta perilaku yang diamati.

Sedangkan Murdiyanto (2020) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif
melibatkan penerapan metode alamiah dalam menganalisis masalah yang
terkait dengan individu, fenomena, simbol, dokumen, dan gejala sosial. Oleh
karena itu, penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman mendalam
terhadap suatu fenomena yang terkait dengan masalah dalam kehidupan
sosial, berdasarkan kondisi nyata (natural setting) yang holistik, kompleks,

dan terperinci.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif
karena peneliti ingin memahami lebih dalam fenomena yang dijadikan
sebagai topik dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana Pelaksanaan
Electronic Government melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan

melalui data dan fakta yang didapat di lapangan.
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3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk mendapatkan batasan-batasan yang ingin

diteliti

dan mengetahui data-data yang relevan bagi peneliti agar

mendapatkan hasil yang diinginkan dari permasalahan yang diteliti. Adapun

yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah

1. Penerapan E-Government melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD)

yang dilihat dengan melalui 3 elemen keberhasilan e-government

berdasarkan hasil kajian dari Harvard JFK School of Government, yaitu:

1) Support (Dukungan)

2)

Dalam hal ini peneliti ingin menganalisis dukungan yang harus

dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terutama dalam hal

ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar

Lampung melalui 3 indikator dukungan yaitu dilihat dari:

a.

Kesepakatan: adanya kesepakatan bersama yang dilakukan
pemerintah untuk menjalankan penerapan aplikasi IKD.
Dukungan berupa dasar hukum/aturan: Dalam penerapan
aplikasi IKD ini harus didasarkan pada adanya dasar
hukum/peraturan yang jelas.

Sosialisasi: adanya sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil Kota
Bandar Lampung mengenai penerapan aplikasi IKD baik kepada
antar instansi Pemerintahan, swasta, maupun masyarakat secara

umum.

Capacity (Kapasitas)

Dalam hal ini peneliti akan melihat kemampuan sumberdaya yang

dimiliki oleh Pemerintah sebagai pemberi dan pengelola layanan dan

masyarakatnya sebagai pengguna layaann, yang dillihat dari

beberapa sub indikatornya yaitu:

a.

Ketersediaan sumber daya finansial untuk melaksanakan

penerapan e-government melalui Aplikasi IKD.
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b. Ketersediaan sumberdaya infrastruktur/sarana prasarana yang
dibutuhkan Disdukcapil Kota Bandar Lampung sebagai
pelaksana pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna IKD.

c. Ketersersediaan sumber daya manusia pada Disdukcapil Kota
Bandar Lampung sebagai pelaksana program pelayanan IKD
yang harus memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai.

3) Value (Manfaat)

Dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana penerapan dari e-

Government melalui Aplikasi IKD ini dapat memberikan

kebermanfaatan/dampak yang positif baik bagi pemerintah itu

sendiri maupun bagi masyarakat sebagai pengguna aplikasinya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penerapan e-
government melalui Aplikasi ldentitas Kependudukan Digital (IKD) di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan penelitian
secara langsung untuk mengamati peristiwa atau fenomena yang sedang
dipelajari, sehingga peneliti dapat mengumpulkan gambaran, data, dan
informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, lokasi
penelitian yang dipilih terletak di Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Karena
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memiliki
tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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3.4 Jenis dan Sumber Data
Menurut Sujarweni dalam Zulmiyetri & dkk (2019) menggambarkan bahwa
sumber data dalam penelitian diartikan sebagai subjek darimana informasi
dapat diperoleh. Dan Murdiyanto (2020) mengelompokkan sumber data
menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya
tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, data yang akan dianalisis
peneliti diperoleh dengan melalui wawancara dan pengamatan
langsung (observasi) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media
perantara atau diakses dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini,
data akan didapatkan dengan berbagai literatur yang ada seperti
jurnal/artikel ilmiah, dokumen-dokumen yang didapat dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, ataupun
dokumen lainnya yang berkaitan dengan penerapan e-Governent
melalui penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Murdiyanto (2020), terdapat beberapa metode pengumpulan data
dalam penelitian kualitatif yaitu seperti observasi, wawancara, dokumen,
serta Focus Group Discussion (FGD). Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara
Murdiyanto (2020) menjelaskan bahwa wawancara merupakan salah
satu metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi antara dua
pihak melalui percakapan. Proses ini dilakukan antara pewawancara

(interviewer) dan pihak yang diwawancara (interviewee), di mana
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pewawancara mengajukan pertanyaan dan interviewee memberikan

jawaban. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi

yang tidak dapat diamati atau diperolen melalui alat lain. Dalam

penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa

informan yang terkait dengan fokus penelitian yang ingin dikaji.

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

No. Informan Data yang dicari Tanggal
1. Ratna Sari, S.H, Kesepakatan dan dukungan dalam 16 Mei 2024
M.H. (Kepala penerapan aplikasi IKD di Kota
Bidang Bandar Lampung
Pengelolaan Peran dan keterlibatan  yang
Informasi dilakukan  Disdukcapil ~ dalam
Administrasi mendukung Penerapan aplikasi 1KD
Kependudukan di di Kota Bandar Lampung
Disdukcapil Kota Koordinasi dan kolaborasi yang
Bandar Lampung) dilakukan Disdukcapil Kota Bandar
Lampung dengan pihak eksternal
Kebijakan / peraturan hukum / SOP
yang menjadi dasar dalam penerapan
aplikasi IKD
Upaya sosialisasi pelaksanaan IKD
yang dilakukan Disdukcapil Kota
Bandar Lampung
Ketersediaan sumberdaya finansial
dalam penerapan e-Gov melalui IKD
di  Disdukcapil Kota Bandar
Lampung
Ketersediaan sumberdaya
infrastruktur/sarana prasarana dalam
penerapan e-Gov melalui IKD di
Disdukcapil Kota Bandar Lampung
Ketersediaan sumberdaya manusia
dalam penerapan e-Gov melalui IKD
di  Disdukcapil Kota Bandar
Lampung
Manfaat penerapan e-Gov melalui
aplikasi IKD di Disdukcapil Kota
Bandar Lampung
2. Nurjannah, S.Sos. Kesepakatan dan dukungan dalam 16 Mei 2024
(Kepala Sub penerapan aplikasi IKD di Kota
Bagian Keuangan Bandar Lampung
/ Koordinator Peran dan  keterlibatan  yang
Pelayanan Mesin dilakukan Disdukcapil ~ dalam
Administrasi mendukung Penerapan aplikasi 1KD
(IKD dan di Kota Bandar Lampung

Pengaduan) di
Disdukcapil Kota
Bandar Lampung)

Koordinasi dan kolaborasi yang
dilakukan Disdukcapil Kota Bandar
Lampung dengan pihak eksternal
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No.

Informan

Data yang dicari

Tanggal

Kebijakan / peraturan hukum / SOP
yang menjadi dasar dalam penerapan
aplikasi IKD

Upaya sosialisasi pelaksanaan IKD
yang dilakukan Disdukcapil Kota
Bandar Lampung

Ketersediaan sumberdaya finansial
dalam penerapan e-Gov melalui IKD
di  Disdukcapil Kota Bandar
Lampung

Ketersediaan sumberdaya
infrastruktur/sarana prasarana dalam
penerapan e-Gov melalui IKD di
Disdukcapil Kota Bandar Lampung
Ketersediaan sumberdaya manusia
dalam penerapan e-Gov melalui IKD
di  Disdukcapil Kota Bandar
Lampung

Manfaat penerapan e-Gov melalui
aplikasi IKD di Disdukcapil Kota
Bandar Lampung.

Rafika ~ Amrina
Syrli (Staf
Operator IKD di
Disdukcapil Kota
Bandar Lampung)

Kesepakatan dan dukungan dalam
penerapan aplikasi IKD di Kota
Bandar Lampung

Peran dan  keterlibatan  yang
dilakukan Disdukcapil dalam
mendukung Penerapan aplikasi IKD
di Kota Bandar Lampung
Koordinasi dan kolaborasi yang
dilakukan Disdukcapil Kota Bandar
Lampung dengan pihak eksternal
Kebijakan / peraturan hukum / SOP
yang menjadi dasar dalam penerapan
aplikasi IKD

Upaya sosialisasi pelaksanaan IKD
yang dilakukan Disdukcapil Kota
Bandar Lampung

Ketersediaan sumberdaya finansial
dalam penerapan e-Gov melalui IKD
di  Disdukcapil Kota Bandar
Lampung

Ketersediaan sumberdaya
infrastruktur/sarana prasarana dalam
penerapan e-Gov melalui IKD di
Disdukcapil Kota Bandar Lampung
Ketersediaan sumberdaya manusia
dalam penerapan e-Gov melalui IKD
di  Disdukcapil Kota Bandar
Lampung

Manfaat penerapan e-Gov melalui
aplikasi IKD di Disdukcapil Kota
Bandar Lampung.

22 Mei 2024

4.

Nadiyah Chairun
Nisa (Masyarakat
Pengguna IKD)

Dukungan  masyarakat  sebagai
pengguna layanan IKD

22 Mei 2024
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No. Informan Data yang dicari Tanggal

e Ketersediaan infrastruktur teknologi
yang dimiliki pengguna IKD

¢ Kemampuan pengetahuan pengguna
IKD

e Manfaat yang dirasakan sebagai
pengguna IKD

5. Anisa  Zalianti e Dukungan  masyarakat sebagai 22 Mei 2024

Fajrin pengguna layanan IKD
(Masyarakat e Ketersediaan infrastruktur teknologi
Pengguna IKD) yang dimiliki pengguna IKD
e Kemampuan pengetahuan pengguna
IKD

e Manfaat yang dirasakan sebagai
pengguna IKD

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Dokumentasi

Menurut Murdiyanto (2020), dokumentasi diartikan sebagai
pengumpulan data yang bertujuan melengkapi penelitian. Sumber data
dapat berasal dari berbagai jenis dokumen tertulis, film, gambar (foto),
atau karya monumental. Semua ini dianggap sebagai sumber informasi
yang berharga dalam proses penelitian. Selain itu, peneliti juga akan
mengumpulkan data melalui gambar atau foto yang dapat relevan
dengan fokus penelitian yang sedang dikaji.

Dalam penelitian ini, berkas dokumentasi yang diperoleh untuk
dijadikan sebagai pelengkap dan acuan penelitian, sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar dokumen yang terkait dengan penelitian

No. Dokumen Keterangan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang penyelenggaraan
Republik Indonesia (Permendagri RI) Identitas Kependudukan Digital
Nomor 72 Tahun 2022

2. Laporan Kinerja Disdukcapil Kota Jumlah Aktivasi IKD di Kota
Bandar Lampung Periode Mei 2024 Bandar Lampung

3. Surat Edaran Sekda Pemprov Lampung Tentang Pelaksanaan IKD bagi

No: 470/6126/V.11/2022 ASN pada lingkup Pemprov
Lampung
4. Instruksi Walikota Bandar Lampung Terkait Pmeberlakuan IKD
No: B/2420/400.12/111.11/2023 untuk Layanan Publik
5. Surat Walikota Bandar Lampung No: Terkait Jadwal Pelaksanaan IKD
470/ [iii.11/2023 bagi ASN & TK di lingkungan

Pemkot Bandar Lampung
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No. Dokumen Keterangan

6.  Surat Tugas Kepala Disdukcapil Kota Pembagian Tugas Pelayanan
Bandar Lampung Dok. Kependudukan  dan
Nomor:800/897/11.11/2023 Pencatatan Sipil

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Observasi

Sugiyono  (2020) mendefinisikan observasi  sebagai  teknik
pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk secara langsung
mengamati elemen-elemen terkait dengan lingkungan, waktu, lokasi,
aktivitas, peristiwa, objek, dan tujuan. Observasi dianggap sebagai
landasan untuk memahami berbagai aspek ilmu pengetahuan,
memungkinkan peneliti untuk mempelajari perilaku dan makna dari

perilaku tersebut.

Tabel 5. Daftar Observasi yang diperoleh di lokasi penelitian

No. Penemuan Observasi
1. Proses  Pengaktivasian | |
(Scan Barcode) oleh

Operator IKD
Disdukcapil Kota Bandar
Lampung

(22 Mei 2024, Ruang PIAK Disdukcapil Kota
B. Lampung)

2. Tampilan proses scan
barcode untuk
pengaktivasian IKD di
Disdukcapil Kota Bandar
Lampung

(22 Mei 2024, Ruang PIAK Disdukcapil Kota
B. Lampung)

3. Sosialisasi melalui
Instagram  Disdukcapil
Kota Bandar Lampung

(18 Mei 2024, IG Disdukcapil:
@disdukcapil.bandarlampung, diunggah pada
9 Agustus 2022).
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https: //dlsdukcapll bandarlampungkota.go.id)

No. Penemuan Observasi
4. SOSiaIisaSi meIaIUi gnunumm S— e PRI A G CONMBD
Website Disdukcapil e e rasa
Kota Bandar Lampung %: GERMGEKBMQH_‘K&&PIL ﬂp
(18 Mei 2024, Website:
5. Sosialisasi &
Pelaksanaan IKD di
Lingkup Sekolah Kota
Bandar Lampung
(18 Mei 2024, 1G Disdukcapil:
@disdukcapil.bandarlampung, diunggah pada
19 September 2023).
6.  Sosialisasi IKD kepada
Finalis Muli Mekhanai
Kota Bandar Lampung
(18 Mei 2024, 1G Disdukcapil:
@disdukcapil.bandarlampung, diunggah pada
23 April 2024).
7. Banner pelaksanaan IKD -
di Lantai 3 Kantor
Dukcapil Kota Bandar
Lampung
PR, N
(22 Mei 2024, Ruang Tunggu Loket
Pelayanan Lantai 3)
8. Banner pelaksanaan IKD

di Lantai 2 Kantor
Dukcapil Kota Bandar
Lampung

(22 Mei 2024, Loket Pelayanan Lantai 2)
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No. Penemuan

9. Pengaktivasian IKD
antara masyarakat dan
Operator IKD di
Disdukcapil

|
(22 Mei 2024 Loket Pelayanan Lantai 2)
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.6 Teknik Analisis Data
Menurut Silalahi (dalam Murdiyanto, 2020), analisis data diartikan sebagai
proses sistematis untuk menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber
seperti wawancara dan catatan lapangan agar dapat dipahami dengan lebih
baik dan menjadi sumber informasi bagi orang lain. Proses ini melibatkan
pengorganisasian, pembagian menjadi unit-unit, sintesis, pengelompokan,
pemilihan informasi penting, dan pembuatan kesimpulan. Miles dan
Huberman mengidentifikasi tiga teknik utama dalam analisis data kualitatif,

yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Pada tahap ini, peneliti akan melakukan analisis dengan merangkum,
memilih, dan mengelompokkan data yang penting pada tahap ini. Data
yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa berupa uraian
penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan
teks naratif. Tetapi umumnya dalam penelitian kualitatif menggunakan
teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini membantu peneliti
memahami situasi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan

pemahaman tersebut.
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion
Drawing/Verification)
Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan yang diambil pada awalnya masih bersifat sementara dan
akan dikembangkan lebih lanjut dengan bukti-bukti yang ditemukan
pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan yang akhirnya
dihasilkan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten
agar dapat diandalkan. Meskipun kesimpulan ini mungkin dapat
menjawab rumusan masalah awal, tetapi yang perlu diingat bahwa
dalam penelitian kualitatif, masalah dan rumusan masalah bersifat

dinamis dan dapat berkembang seiring dengan proses penelitian.

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Reduksi
Data

Kesimpulan-Kesimpulan
Penarikan/ verivikasi

Gambar 3. Komponen Analisisi Data Miles dan Huberman.
Sumber: Miles and Huberman (1992).

3.7 Teknik Keabsahan Data
Menurut Murdiyanto (2020) penting untuk menguji keabsahan data melalui
beberapa aspek, yang meliputi uji derajat kepercayaan (credibility),
kesepakatan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian

(confirmability).
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1. Uji Kredibilitas

Untuk memastikan kredibilitas data, peneliti dapat menggunakan
berbagai metode seperti memperpanjang pengamatan, meningkatkan
ketelitian, melakukan triangulasi, menganalisis kasus negatif,
memanfaatkan referensi, serta melakukan pengecekan nomor.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan uji kredibilitas dengan
melalui metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas
dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara dan waktu. Terdapat beberapa teknik dalam triangulasi
seperti triangulasi sumber data, triangulasi teknik data, serta triangulasi
waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi teknik
yang merujuk pada proses keabsahan data yang berasal dari berbagai
metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan
observasi yang kemudian dibandingkan dan mengonfirmasi temuan
dari berbagai metode tersebut. Adapun contoh hasil dari triangualasi
teknik yang sudah peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Hasil Triangulasi

Aspek Wawancara Observasi  Dokumentasi

Dukungan kemauan Disdukcapil dalam meningkatkan
penerapan IKD di Kota Bandar Lampung dilakukan
dengan berbagai upaya baik secara langsung atau daring
seperti sosialisasi, jemput bola, pengaktivasian yang
dapat dilakukan dengan scan barcode secara langsung di
Kantor Disdukcapil / Kecamatan atau dapat dilakukan
melalui video call, untuk koordinasi/kolaborasi dengan
pihak eksternal diluar lingkup pemerintah kota Bandar
Lampung belum dilakukan oleh Disdukcapil.

Berdasarkan dukungan berupa dasar hukum/aturan,
Disdukcapil melaksanakan IKD didasari oleh
Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, yang kemudian
diinstruksikan oleh  Pemerintah  Provinsi  untuk
diterapkan pada  masing-masing Pemerintah
Kabupaten/Kota. Lalu ditindaklanjuti dengan instruksi
dari walikota, kemudian dengan adanya SOP yang
dikeluarkan Kadis Dukcapil Kota Bandar Lampung
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan IKD.

Support
(Dukungan)
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Aspek

Wawancara Observasi Dokumentasi

Dukungan sosialisasi sudah dilakukan baik secara online
melalui akun media sosial maupun secara langsung .
dimulai dari lingkup instansi pemerintahan sampai
dengan kecamatan. Lalu melakukan sosialisasi dan
jemput bola IKD ke sekolah-sekolah. Untuk sosialisasi
IKD ini memang lebih digencarkan ke kalangan generasi
mudanya. Dan di dekat loket pelayanan juga dipasang
banner mengenai tata cara aktivasi IKD, dibantu dengan
operator IKD yang selalu siap memberikan bantuan
informasi kepada masyarakat.

Kesimpulan: Dari ketiga sumber yang didadapat, hasil dokumentasi dan observasi telah menunjukkan
kesesuaian dengan sumber yang diperoleh dari wawancara, dapat dilihat bahwa penerapan e-Government
melalui Aplikasi IKD telah mendapat dukungan penuh dari pihak internal Disdukcapil dengan berbagai
upaya yang telah dilakukan untuk mendukung program ini sesuai dengan aturan Permendagri, instruksi
pemerintah kota, serta SOP terkait pelayanan IKD di Disdukcapil Kota Balam. Tetapi masih diperlukan
adanya keberlanjutan mengenai sosialisasi yang dilakukan agar lebih merata dan menyentuh semua

golongan

masyarakat, ataupun koordinasi lebih lanjut yang dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga

ekternal diluar lingkup pemerintah kota.

2.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Uji Transferabilitas

Agar hasil penelitian kualitatif dapat dipahami oleh orang lain dan
memungkinkan untuk diterapkan, peneliti harus menyusun laporan
dengan uraian yang jelas, rinci, sistematis serta bisa dipercaya.
Sehingga orang lain (pembaca) akan memiliki pemahaman yang jelas
terkait hasil penelitian dan dapat menentukan apakah hasil penelitian
tersebut dapat diaplikasikan ditempat lain atau tidak.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mendeskripsikan secara sistematis
mengenai  penerapan e-Government melalui aplikasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Bandar Lampung,
supaya pembaca lain yang ingin melakukan penelitian serupa bisa
membandingkan kondisi dan menilai apakah hasil penelitian ini bisa

diterapkan ditempat mereka atau tidak.

Uji Dependabilitas

Pada penelitian kualitatif, uji dependabilitas melibatkan audit terhadap
seluruh proses penelitian. Mulai dari penetapan masalah/fokus, masuk
ke lapangan, menentukan sumber data, menganalisis data, menguji
keabsahan data, hingga pembuatan kesimpulan, semua langkah harus

dapat ditunjukkan oleh peneliti.
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Pada uji dependabilitas yang dilakukan oleh peneliti terkait penerapan
penerapan e-Government melalui aplikasi lIdentitas Kependudukan
Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Bandar Lampung dilakukan dengan
penyampaian Kkebenaran kegiatan proses penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti di lapangan untuk didiskusikan dan dilakukan
pemeriksaan oleh dosen pembimbing dengan menyertakan bukti-bukti

pendukung seperti dokumentasi/foto yang diperoleh di lapangan.

Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas pada penelitian kualitatif mirip dengan uji
dependabilitas, sehingga pengujiannya bisa dilakukan bersamaan. Uji
konfirmabilitas ini bertujuan menguji objektivitas dari hasil penelitian
yang telah diperoleh dimana keobjektifan suatu penelitian dapat di
dapat dianggap tercapai jika hasilnya dapat disetujui oleh berbagai
pihak.

Pada konteks penelitian ini, peneliti melakukan uji konfirmabilitas
dengan dengan mempresentasikan hasil penelitian kepada dosen
pembimbing terkait penerapan e-Government melalui aplikasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Bandar Lampung.
Dimana dosen pembimbing akan melakukan evaluasi terhadap data
yang diperoleh oleh peneliti dan memeriksa kesesuaian interpretasi

hasil penelitian dengan data yang ada.



V. PENUTUP

51 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan e-Government melalui Aplikasi

Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota
Bandar Lampung masih belum optimal, dan sampai saat ini pengaktivasian
IKD di Kota Bandar Lampung juga hanya sebesar 13% sehingga belum
mencapai target nasional, serta manfaat penggunaan dokumen kependudukan
digital masih belum maksimal dirasakan oleh pengguna dalam mengakses
layanan publik. Hal ini dapat dilihat dari setiap elemen penerapan e-

Government, yaitu sebagai berikut:

1. Disdukcapil Kota Bandar Lampung telah menunjukkan berbagai upaya
dukungan yang baik dan mendapat respon positif dari masyarakat, hal ini
terlihat dari adanya koordinasi aturan kebijakan yang jelas mulai dari
tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat bawah dan adanya SOP yang
dikeluarkan Disdukcapil dalam pelaksanaan IKD. Upaya dukungan lain
yang dilakukan yaitu dengan melalui sosialisasi, jemput bola, dan
pendampingan aktivasi IKD baik secara langsung/online. Dan bagi yang
ingin melakukan berbagai pelayanan di Disdukcapil diwajibkan untuk
melakukan aktivasi IKD terlebih dahulu.

2. Kapasitas di Disdukcapil Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa
ketersediaan SDM di Disdukcapil sudah memadai untuk menjalankan
layanan IKD dan pendanaan operasional IKD sepenuhnya ditanggung
olen pemerintah pusat. Sedangkan dari sisi kapasitas infrastruktur
Disdukcapil masih bergantung pada jaringan pusat, sehingga jika terjadi
masalah pada server pusat, server Disdukcapil juga terkena dampaknya.

3. Manfaat yang dirasakan oleh Disdukcapil dalam penerapan IKD ini dapat
meningkatkan efisiensi pengelolaan data kependudukan secara digital,

pengurangi pengadaan blanko KTP, serta mempercepat proses



110

administrasi pada beberapa layanan kependudukan digital lainnya.
Sedangkan manfaat bagi masyarakat lebih dirasakan dalam mengakses
informasi dokumen kependudukan pribadi, tetapi penerimaan dokumen
kependudukan digital belum merata di lembaga publik/swasta seperti

perbankan dan lainnya, sehingga manfaat belum dirasakan sepenuhnya.

Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan e-Government melalui
aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Bandar

Lampung, yaitu:

1. Kendala internal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan IKD ini
yaitu kurangnya kerjasama antara Disdukcapil dengan lembaga publik
lainnya, kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada berbagai lapisan
masyarakat, masalah kestabilan jaringan IKD yang terhubung ke server
pusat, serta tidak adanya perangkat keras (smartphone) khusus yang
disediakan Disdukcapil untuk mendukung layanan melalui video call.
Selain itu terdapat beberapa fitur mengenai informasi dokumen
kependudukan pribadi yang hilang seperti BPJS, NPWP, dan lainnya.

2. Sedangkan kendala eksternal yang berasal dari pengguna dalam
mendukung penerapan IKD ini berupa ketimpangan penggunaan
infrastruktur teknologi maupun jaringan yang masih terjadi dan
hambatan sosial seperti rendahnya literasi digital yang menyebabkan
kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan

teknologi dalam pelayanan IKD.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti

bermaksud memberikan saran yang sekiranya bisa bermanfaat untuk
meningkatkan penerapan ldentitas Kependudukan Digital (IKD) melalui

konsep e-Government sebagai berikut:

1. Terkait dukungan, Disdukcapil sebaiknya melakukan upaya koordinasi
lembaga publik/swasta untuk menerapkan penggunaan dan penerimaan

dokumen kependudukan digital (seperti lembaga jasa keuangan,
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lembaga BUMN/BUMD di wilayah Kota Bandar Lampung, Perguruan
tinggi negeri/swasta, maupun lembaga layanan publik lainnya).
Sosialisasi penerapan IKD juga harus dilakukan pada berbagai tingkat
golongan masyarakat secara berkelanjutan.

. Terkait kapasitas sumber daya, Disdukcapil sebaiknya dapat
memberikan ~ pengembangan  keterampilan/bimtek  mengenai
penggunaan teknologi kepada pegawainya.

. Terkait manfaat, lembaga publik yang memiliki perjanjian kerjasama
dengan pemerintah pusat (Dirjen Dukcapil Kemendagri) seperti
lembaga jasa keuangan (Bank BRI, BCA, BNI, dan lainnya), lembaga
BUMN/BUMD (PT. Telkom, Pegadaian, PT. KAI, Bank
Lampung)/lembaga lainnya seharusnya menerapkan penerimaan
penggunaan dokumen kependudukan digital untuk memenuhi berbagai
keperluan seperti verifikasi identitas, keperluan administrasi, serta
pelayanan publik yang lebih efisien dan akurat.

. Terkait dengan kendala internal, diperlukan adanya dukungan evaluasi
yang dilakukan mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat
paling bawah sebagai bahan penilaian dan memperbaiki kinerja
Disdukcapil dalam melaksanakan pelayanan IKD. Sedangkan kendala
mengenai sistem operasional aplikasi IKD sebaiknya pemerintah
memperbaiki penambahan fitur-fitur informasi kependudukan pribadi
yang seharusnya ada di IKD (NPWP, BPJS, NIP, dan lainnya).

. Terkait dengan kendala eksternal, sebaiknya pemerintah meningkatan
infrastruktur teknologi dan jaringan terkhusus pada daerah/wilayah
yang masih kurang memadai. Pemerintah dapat melaksanakan
pelatihan literasi digital yang berkelanjutan kepada masyarakat dalam
mempromosikan pemahaman penggunaan teknologi terkhusus pada
pelayanan IKD. Masyarakat juga harus didorong untuk aktif
berpartisipasi dalam  program-program literasi digital, untuk

meningkatkan kepercayaan dan penerimaan mereka terhadap teknologi.
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